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ABSTRAK:

CATATAN:

Dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
membutuhkan standar yang mengkorelasikan kinerja dengan besaran
belanja. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah
berpedoman pada standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna kepastian hukum analisis
standar belanja dibutuhkan pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU
No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023;
PermenPUPR No. 8 Tahun 2023.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja dengan

menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud
dan tujuan; dan pengendalian dan pengawasan.
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